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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah ltanggalmerupakanlsuatu lsisteml atau ljaringan lkehidupan lyang

ditujukan untuklmelahirkan keturunanldanlpadalakhirnyalmembangunlsebuah

keluarga. Keluargalbukanlsekadar lokasi untuk tinggal atau berlindung, tetapi juga

menciptakan rasa aman, tenang, serta menenteramkan jiwa sebagai tempat untuk

beradaptasi. Adanya perasaan tersebut hanya dapat terjadi apabila terdapat

keharmonisan antar anggotalkeluargalyaitu suami,,istri,l danlanak-anak.

Keluargalmerupakanlunsurlterkecil dalamlmasyarakat danlfondasi awal

terbentuknya perilaku dan karakter individu. Karakter individu yanglberasalldaril

keluargalyang harmonisl akanlberbedaldengan invidu yang berasal dari keluarga

disharmonis, hal ini karenalkeluargalmerupakanllingkungan pertamaldanlutama

yang membentuk karakterlkepribadian, bakat, dan nilai - nilai seseorang. Dalam

keluarga harus menjamin adanya rasa aman bagi setiap anggota keluarga agar

tujuan dari membentuk rumah tangga dapat tercapai, salah satu cara membentuk

keluarga adalah dengan memulai perkawinan. Perkawinanladalah ikatan sosial

danlhukum antaraldua oranglyang biasanyaldiakuiloleh masyarakatldan negara.

Tujuanlperkawinanlberdadasarkan UU PerkawinanlNomorl1ltahun 1974

pasal 1 yangldapatlmemberikanldefinisilataulpengertianldari Perkawinanlitu

sendiri adalah “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan

seorang wanita sebagaimana antara seorang istri dan seorang suami dengan suatu
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tujuanluntuklmembentuklsebuahlkeluarga (atau rumah tangga) yangldapatlhidup

bahagia danlkekallberdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.1

Darilpasallyangldi jelaskan sebelumnyaldapatldiartikanlbahwa meskipun

kekerasanlyangldapatlmenyakitilistri,lsuami dan anakldalamlberumahltangga

dilaranglkeras, kekerasanlini seringldilakukanlolehlsuamilkepadalistrilatau

anaknyalyangltidaklsesuaildenganltujuanlperkawinanlitu sendiri. Menurutlagama,

perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membangun keluarga yanglsakinah,

mawaddah,ldanlwarohmah.lYang dalamlpasalltersebutljugalbertujuanluntuk

mencegahlseseoranglmelakukanltindaklpidanaldalam gygyllingkuplrumahltangga.

Namunlpada kenyataanya banyaklkeluargalyanglmerasaltidaklaman, karena

banyaknyaltekananldanlkemarahanlakibatldarilterjadinyalkekerasanldalam rumah

tangganyalbaiklkekerasanlyanglbersifatlfisik, psikologis, seksual, emosional,

bahkanlpenelantaranlrumahltangga.

Kekerasanldalamlrumahltangga (KDRT) adalahlmasalahlsosiallyang

serius danlkompleks, yang tidaklhanyalmencakup kekerasanlfisikltetapiljuga

kekerasanlpsikologis. Kekerasanlpsikologis sering kali dinggap sebagai bentuk

kekerasan yang lebih sulit dikenali dan dibuktikan dibandingkan dengan

kekerasan fisik. Meskipun tidak meninggalkan bekas fisik, dampak psikologis

dari tindakan tersebut dapat sangat merusak dan berpotensi mengakibatkan trauma

jangka panjang bagi korban.

Domestic violence dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan,

karena adanya hubungan yang berkenaan kekuasaan (power relationship) antara

1 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1
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korbanldanlpelaku. Perempuanldalam korban kekerasanldalam rumah tangga

begitu banyak menghadapi tantangan karenalhubunganlkekuasaanlselalu

mengandunglkepercayaanldan ikatan hingga batas tertentu. Selain itu, korban

akan mengalami ketakutan, enggan untuk bertindak, merasa baik - baik saja demi

menyelamatkan rumah tangga nya dan malu untuk melaporkan kepada pihak

berwenang.2

kekerasanlfisiklmerupakanlbentuklkekerasanldalam ruamh tanggalyang

palinglseringlterjadi. Dalam hal membuktikan dan penegakan hukum, jenis

kekerasan ini cukup mudah dilakukan karena dapat dibuktikan dengan keterangan

ahli visum. Hal ini juga berlaku untuk kekerasanlseksuallataulpenelantaranlrumah

tanggal, yangl hampir samaldenganlkekerasanlfisik.

Kekerasanlpsikis merupakan jenis kekerasanlyang berbeda dari kekerasan

fisik. Kekerasan psikis mencakup penyiksaan verbal terhadap korban, seperti

menghina, berbicara kasar, dan kotor. Tindakan ini menyebabkan korban menjadi

kurang percaya diri, lebih takut, dan tidak lagi memiliki rasa untuk bertindak.

Sering terjadi, kekerasan psikis dapat menyebabkan korban menjadi

semakinltergantungl padal pelakul, meskipun pelaku telahlmembuatnyalmenderita.

Sebaliknya, kekerasanlpsikisljugaldapatlmemiculadanya dendamldi hatilkorban

kepada pelaku.3

Sebagai salah satu bentuk kekerasan psikis adalah perselingkuhan, salahl

satu contoh kasus yang terjadi di kalangan masyarakat adalah kasus selebgram cut

2 Anissa Rahma. (2003). “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”. Jurnal LBH APIK,
Vol. I Tahun 2014.
3 Topo Santoso. (2002). “Teori Kekerasan. Ghlmia Indonesia”. Dalam Hendi Kusuma, Jurnal
Hukum dan pembangunan Vo. III Tahun 2012: 231.
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intan nabila yang dimana menjadi sorotan publik setelah ia mengungkapkan

bahwa ia merupakan korban perselingkuhan dan kekerasanldalamlrumahltangga

(KDRT)loleh mantan suaminya. Dalam beberapa unggahan di media sosial, Intan

menceritakan pengalaman pahitnya, termasuk tindakan kekerasan fisik dan

emosional yang dialaminya.

Kasus ini memicu reaksi luas dari masyarakat, dengan banyak yang

memberikan dukungan kepada Intan. Dia juga melaporkan mantan suaminya ke

pihak berwenang, yang mengarah pada penyelidikan dan proses hukum. Selain itu,

kasus ini membuka diskusi lebih luas tentang isu KDRT di Indonesia, mendorong

perhatian pada pentingnya perlindunganlbagilkorban dan peningkatan kesadaran

tentang kekerasanldalamlrumahltangga. Intan menjadilsuara bagilbanyak

korbanllainnya, danlkasus ini menyoroti perlunya dukungan danlsolusilyangllebih

baik untuklmerekalyang mengalami KDRT.

Dua hal yang menjadi tantangan bagi upaya penegakan hukum terhadap

jenis kekerasan ini: yang pertama berkaitan dengan prosesl pembuktianl

kekerasanlpsikisl, yang biasanya sulit untuk dibuktikan sehingga tidak

meninggalkan bekas kekerasan. Yang kedua berkaitan dengan aspek pemulihan

korban kekerasan psikis karena dampak kekerasan psikis dapat menyebabkan

gangguan enosiatif.

Dari banyak kasuslkekerasanlterhadaplistri dalamlrumahltangga, korban

seringkali tidakldiketahuilatau tidak diidentifikasi. Pelaku juga sering kali lepas

dari jeratan hukum. Selain itu, hukuman yang diterima pelaku tindak pidana tidak

sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan atau perbuat, cukup ringan
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untuk tuntutanlseumurlhiduplmereka. Kita memahami bahwalkorbanlkekerasan

tersebutladalahlibu, anak dan anggota keluarga kita yang paling dekat. Selain itu,

adalah jelas bahwa pelaku kekerasan domestik umumnya adalah laki-laki.

Umumnya, individu yang terlibat menyadari bahwalmerekal telah berbuat

salahldenganlmelukailistrildanlkeluarga mereka. Rasalpenyesalan dan kesalahan

umumnya muncul setelah mereka melakukan tindakan yang tidak tepat.4

Penghapusanlkekerasanldalamlrumahltanggalmerupakanljaminanldari

pemerintahlkepada warganyaluntuk menghentikan dan mengatasi kekerasan di

dalam rumah. Tindakan diambil terhadap orang yang melakukan Kekerasan yang

terjadi dalam keluarga. Perlindungan mencakup semua upaya untuk menciptakan

rasa aman yangldilakukanloleh anggotalkeluarga, pengacara,llembagalsosial,

kepolisian, jaksa, pengadilan, atau pihak-pihak lain, baik secara berkelanjutan

maupun setelah ada putusan darilpengadilan.

DilIndonesia, UU Nomor 23 Tuhun 2004 tentangl

penghapusanlkekerasanldalamlrumahltangga memberikan landasanlhukumlbagi

penanganan KDRT. Namun, Meskipun ada regulasi yang jelas, masih banyak

tantangan dalam pembuktian kekerasan psikologis. Seringkali korban mengalami

kesulitan untuk mengungkapkan pengalaman mereka akibat stigma sosial,

kurangnya pemahasan masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap bantuan

hukum. Menurut UU pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga “ menyebutkan bahwa :

4 Abdul Wahid. (2001). Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bandung: PT.
Refika Aditama, hlm. 22
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a. Setiapl perbuatan terhadaplseseoranglterutamalperempuan, yang

berakibat timbulnyalkesengsaraan, atau penderitaanlsecara fisik, seksual

psikologis, dan ataulpenelantaran rumah tangga, termasuklancaman

umtuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

b. Setiaplwargalnegaralberhaklmendapatkanlrasalaman dan bebas dari

segala bentuk kekerasanlsesuai dengan falsafah pancasila dan UU Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Segala benuk kekerasan, terutamalkekerasanlterhadap perempuanldalam

rumah tangga, Merupakan pelanggaranlhak asasi manusia dan kejahatan

terhadap martabat kemanusiaan sertalbentuk diskriminasi yang harus

dihapus.

d. Korban kekerasanldalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah

perempuan, harus mendapatlperlindungan diri dari negara dan

masyarakat agar dapat terhindar dan terbebasldari kekerasan atau

ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuanlyang merendahkan

derajat dan martabat kemanusiaan.”5

TujuanldarilUU KDRT adalah untuk mengurangi jumlah terjadinyalkasus

- kasus kekerasanldalam lingkuplrumah tangga yangldimanaldapat menghukum

pelaku danlmemberi jera bagilpelakuldanldapatlmemberikan perlindungan

hukumlbagilkorbanlKDRT.

5 Indonesia, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga, pasal 1 (ayat 1)
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Adapun laranganlkekerasanldalamlrumah tanggalsudahldiaturldalamlpasal

5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentanglpenghapusanlkekerasanldalam

rumahltanggalyanglmenyatakan : “SetiapLorangLdilarangLmelakukanLkekerasan

dalamLrumah tangga terhadaplorang dalamllingkuplrumah tangganya”ldengan

cara :

1. Kekerasan Fisik

2. Kekerasan Psikis

3. Kekerasan Seksual

4. Penelantaran rumah tangga. 6

Pembuktianlkekerasanlfisikltidaklsemudahlpembuktianlkekerasan

psikologisldalamlrumahltangga, korbanlpemukulanlatau pemerkosaan, misalnya,

dapatldibuktikanldenganlketeranganlsaksildanlvisum et psikiatrikum, yang

merupakan deskripsi kondisi psikologis seseorang bersama dengan potensi

penyebabnya. Sebaliknya, psikologis adalahljiwa,,spiritual, mental, dan batin

korban yang hanya dapatlmerasakan sakitnya.

Peran pembuktian dalam kasus kekerasan psikologis menjadi sangat

penting, karena keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada

kemampuan untuk menghadirkan bukti yang valid dan meyakinkan. Hal ini

mencakup pengumpulan bukti yang tidaklhanyalbersifatlfisikltetapiljuga

melibatkan kesaksian, dokumen, dan analis psikologis yang dapat mendukung

klaim korban.

6 Indonesia, Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga, pasal 5
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Denganlmeningkatnya kesadaran akanlisu kekerasanldalamlrumahltangga,

penting untuklmelakukan analisis mendalam tentang cara pembuktian pidana

terhadap kekerasan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi

berbagai aspek yang terkait dengan pembuktian kekerasan psikologis, termasuk

tantangan yang dihadapi oleh korban, jenis bukti yang diperlukan, serta peran

intitusi hukum dalam mendukung proses terebut.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan ini, diharapkan dapat

meningkatkan pemahaman yang signifikan dalam memahami dan peningkatan

sistem hukum saat ini, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam

penanganan kasus kekerasan psikologis dalam Konteks KDRT.

B. Rumusan Masalah

AgarlPermasalahanlini berfokus padalpokoklpermasalahan, maka penulis

merumuskanlbeberapalpermasalahanlyanglperlu mendapatkanlpembahasan lebih

mendalam, makalpenulislmerumuskan masalah sebagai berikut :

1. BagaimanalPembuktian Tindak PidanalKekerasanldalamlRumahlTangga?

2. Apa saja Jenis - Jenis Pembuktian KekerasanlPsikisldalamlPengaturan

KekerasanldalamlRumahlTangga?

3. Apa sajalFaktorlPenghambatlProseslPembuktian Kekerasan Psikis dalam

TindaklPidanalKekerasanldalamlRumahlTangga?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengenali Kualifikasi tindak pidana kekerasan psikis yang

dilakukan dirumah tangga.

b. Untuk menganalisis bagaimana pembuktian pidana kekerasan

psikis yang dilakukan dirumah tangga.

c. Untuk menaikkan kesadaran masyarakat tentang kekerasanlpsikis

dalamlrumahltangga danlpentingnya pembuktianlhukum agar

korbanlmendapatkan keadilan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam hal ini terbagi mejadi 2 (dua), Yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terutama

dengan menyelidiki faktor - faktor penyebab dan upaya untuk

mencegah terjadinya TindaklPidanalKekerasanlPsikisldalamlRumah

Tangga.

b. Manfaat Praktis

Penelitianl ini diharapkan akan meningkatkan wawasan dan

pengetahuan bagi masyarakatl maupunl pihak - pihak yang

berkepentingan dan mahasiswal maupun dosenl dalam menambah

wawasan dan pengetahuan mengenai Pembuktian Kekerasan Psikis

dalam Rumah Tangga.
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D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgeraldlmenjelaskanlteori pelindungan hukumlSalmond bahwa

“Hukum memilikiltujuan untuk menggabungkan dan menyelaraskan berbagai

kepentinganldalamlmasyarakat. Dalamlsituasi di mana banyak kepentingan

bertabrakan, hanya dengan membatasi satu kepentingan maka kepentingan lainnya

dapat dilindungi. Fokus utama hukumladalah menanganilhak dan keinginan

manusia, sehinggalhukumlmemiliki kekuasaanltertinggi untuk menetapkan

kepentingan mana yang harus diaturldanldilindungi. Perlindungan yang diberikan

oleh hukum harus memperhatikanllangkah-langkah yang ada, di mana

perlindunganlhukumlmunculldarilsuatulaturanldan semua peraturan yang

ditetapkan olehlmasyarakat. Ini padaldasarnya adalah suatu kesepakatanldi antara

anggotalmasyarakatluntuk mengatur interaksi di antara mereka dan juga antara

individu dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan semua orang.”7

b. Teori Pembuktian

Pembuktianladalahlperbuatan luntukl membuktikan sesuatu.

membuktikan yaitu memberikan,latau memperlihatkanl bukti, melakukanl sesuatu

untuk kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyasika, dan

meyakinkan suatu perkara. R.Subektilberpendapatlbahwa “membuktikanlialah

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan

dalam suatu sengketa”. 8 Dalam konteks hukum pidana,pembuktian merupakan

7 Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, hal 54
8 Eddy OS.Hiarieej,2012,Teori dan Hukum Pembuktian,Penerbit Erlangga, Jakarta,hal 2-3
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intilpersidanganlperkaralpidana, karenalyangldicariladalahlkebenaranlmateriil.

Pembuktiannyaltelahldimulai untuk menentukan apakah penyidikan bisa

dilakukan untuk menjelaskan suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto (1983 : 3 )

adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam

kaidah - kaidah, pandangan - pandangan yang mantap dan mengejawantahkanya

dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ini menggunakan Istilah Sebagai berikut :

a. Tindak Pidana

TindaklpidanalpadaldasarnyalmerupakanlterjemahanldarilbahasalBelanda

Strafbaar feit yanglmemilikilbanyak istilahllainlyaitu delik, peristiwa pidana,

perbuatanlpidana, perbuatan-perbuatanlyang dapatldihukum, hallyangldiancam

denganlhukum. Menurut Moeljatno “tindaklpidanaladalahlperbuatanlyang

dilarangloleh suatu aturan hukum, laranganlmanaldisertailancamanlatau sanksi

yang berupa pidanaltertentu, bagi barangsiapa melanggarllaranganltersebut.”9

Tindak pidana merujuk padalsuatu tindakan yang pelakunya bisa dikenakan sanksi

hukum. Pelakultersebut dapatldisebut sebagai subjek dari tindaklpidana. Dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapatlistilah strafbaar feit, sementara

9 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal.69.
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dalamlliteratur lebih umum dikenal sebagai delik. Para penyusun undang-undang

memanfaatkan istilahlperistiwalpidana, perbuatanlpidana, sertaltindaklpidana.10

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga

KekerasanldalamlRumahlTanggaladalahlsetiaplperbuatanlterhadaplseseorang

terutamalperempuan, yanglberakibatltimbulnyalkesengsaraan ataulpenderitaan

secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancamana untuklmelaukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasanlkemerdekaan

secaralmelawanlhukumldalamllingkuplrumahltangga. 11

c. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis dikategorikanl sebagailsalahlsatulbentuklKDRT. Kekerasan

psikislyangldimaksudldalamlPasal 7 PenghapusanlKekerasanlDalam Rumah

Tanggaladalahlperbuatanlyanglmengakibatkanlketakutan, hilangnyalrasalpercaya

diri, hilangnyalkemampuanluntuklbertindak, rasal tidak berdaya, dan atau

penderitaanlpsikislberatlpadalkorban.12

E. Metode Penelitian

1. Tipe atau Sifat Penelitian

Pendekatan dalam penelitianlhukum normatiflmerupakanlsuatu

pendekatanlyanglmengaculpadalhukumldanlperaturanlperundang-undangan

yang berlaku.13 Penelitianlinimmenggunakanlpendekatanlyuridislnormatif,

yanglberpusatlpadalbahan hukum utama. Dalam penelitian ini mempelajari

10 Bambang Poernomo,Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta,1982, hal.86.
11 Indonesia, Undang - Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1
12 Indonesia, Undang - Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 7
13 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar,"Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen
mengurai permasalahan hukum kontemporer", Jurnal Gema Keadilan Vol 7, No 1 (2020): 20-33,
hal. 24
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teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang relevan. Metode ini juga

disebut sebagailpendekatanlkepustakaanl, yang berarti membacalbuku-buku,

peraturanlperundang-undangan, putusanlpengadilanldanldokumenllain yang

relevan denganltopiklpenelitian.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatanlmasalahlyangldigunakanldalam Penelitianlinilyaitu

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan

perundang-undangan artinya pendekatanlinildilakukanldenganlmenelaah

semualperaturanlperundang-undanganldan pengaturan yang terkait denganl

isu hukuml yang sedang dibahas.14 Pendekatanlinildilakukanl dengan

menelaah kasus-kasuslyang terkaitl denganlmasalahlyangldihadapi, yang

telahldiputuskan olehlpengadilan dan memilikilkekuatanlhukumltetap.15

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitianlinilakanlmenggunakanlstudilkepustakaanluntuk

mendapatkan bahan penelitian.lBahanlpenelitianlinilterdirildarilbahanlhukum

primer, sekunder, dan tersier.

a) BahanlHukumlPrimerladalahlbahanlhukumlyanglbersifatlmengikat

berupalperaturanlperundang-undangan,ldalamlpenelitianlinilbahanlhukum

primerlyangldigunakanladalahlUndang - Undang dasar Negara Republik

Indonesial Tahunl1945 dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentangl PengahpusanlKekerasanlDalamlRumahlTangga.

14Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 56.
15 Ibid, hal 57



14

b) BahanlHukumlSekunder, adalahlbahan-bahanlyang berkaitan

langsung dengan hukum primer mencakup semualpublikasilberkaitan

denganlhukumlyangltidakltermasuklsebagail dokumenl resmi. Publikasildi

bidang hukum ini terdiri dari buku teks, kamuslhukum, jurnallhukum,

dan analisis mengenai keputusan pengadilan. Bahan hukum sekunder

termasuk wawancara dan hasil dialog yang bersubstansi hukum dan bukan

sosiolegal. Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan hukum yang tidak

mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan

hasillolahanlpendapatlataulpikiranlparalpakar atau ahli yang mempelajari

suatulbidangltertentulsecaralkhususlyanglakanlmemberikanlpetunjuklkemana

penelitilakanl mengarah..

c) BahanlHukumlTersierladalah sumber yanglmemberikan arahan

ataulpetunjuk tentang sumberlhukumlutamaldan tambahan, yang umumnya

dikenal sebagai bahan referensi dalam bidang hukum. Contoh bahan tersier

dalam penelitian ini mencakup KamuslHukum, KamuslBahasalIndonesia, dan

KamuslBahasalInggris.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam kajian hukum normatif, cara pengumpulan informasi menggunakan

pencarian dokumen terhadap sumber hukum, baik yang utama, sekunder, maupun

tersierlyanglberkaitanldenganlisulhukumlyangldibahasldalam penelitain ini

kemudian akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat diterapkan sebagai

pedoman. Di samping itulpenulislkajian ini mempelajari dan mengutip sumber
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hukum dari regulasi danlliteratur lain yang berhubungan dengan topik penelitian

ini.

Bahanlhukumldiperolehldenganlcara membaca, melihat, atau

mendengarkan, dan sekaranglini, pencarian bahanlhukumltersebut banyak

dilakukan melaluilinternet dengan mengunjungi situs web dan jurnal online yang

berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian, bahan hukum itu dipelajari,

dianalisis, dan disusun dalam suatu sistem pembahasan yang teratur dan saling

berhubungan dengan tema serta perumusan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tekniklanalisislbahanlhukum, analisis kualitatif dipakai untuk

menganalisis bahan hukum yang dikumpulkan penulis, disajikan secara deskriptif,

yaitu dengan memberikan penjelasan, ringkasan, dan gambaran tentang masalah

dan solusi yang terkait dengan rumusan yang dibuat. Maka setelah data primer

dan sekunder dalam bentuk dokumen telah dikumpulkan secara menyeluruh,

kemudian dianalisis sesuai dengan peraturanlyanglrelevanldenganlmasalahlyang

ldibahas.

Penulislmenggunakanlmetode deskriptif analisis dan teknik penafsiran.

Teknik penafsiran Peraturan perundang-undangan ditafsirkan secara gramatikal.

Memberikanlartilkepadalsuatulistilahlataulperkataanlsesuaildenganlbahasa sehari-

harilataulbahasalhukumlyang disebut tafsiran gramatikal atau menurut tata

bahasa.16

16 Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian
Hukum, Mataram-NTB: Mataram. Hlm 68.
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F. Sistematika Penulisan

SistematikalPenulisan dalam penelitian untuklmemudahkan dalam

memahamilisi penelitian maka dapat dibagildalam bentuklbeberapa bab yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disampaikan tentang latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Padalbab ini, akanldiuraikanlteori-teorilyanglberhubungan

denganljudullvariabellskripsi. PengertianlTindak Pidana,

PengertianlKekerasanldalamlRumahlTangga, dan

Pengertian Kekerasan Psikis

BAB III FAKTA DAN OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini, akan membahas fakta atau objek Penelitian

yang menguraikan secara jelas fakta - fakta yang menjadi

objek penelitian. Data temuan dan contoh kasus.

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

Pada bab ini, akan membahas mengenai perlindungan

Hukum menganalisis yang merupakan jawaban dari

rumusan permasalahan permasalahan.
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BAB V PENUTUP

Pada bab ini disampaikan kesimpulan yang merupakan

jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan saran yang

disesuaikan dengan hasil penelitian
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